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PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tml
I\ .
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir lahir Ampah, 23 Juli
1999, pendidikan SMA (Sekolah Menegah Atas),
pekerjaan Xxx, tempat tinggal di Xxx, domisili elektronik
pada alamat email xxx, sebagai Penggugat;
Lawan
Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ampah 21 Oktober 1995,
agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menegah
Atas), pekerjaan Teknisi Servis HP, tempat tinggal di
Xxx, domisi elektronik pada No Hp: xxx. sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024
yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tamiang Layang, Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tml, tanggal 2 September
2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada hari Jumat, tanggal xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2, Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Xxx dan terakhir
masing-masing bertempat tinggal masih sama dengan alamat tersebut diatas
hingga pisah;
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3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxx, laki-laki, tempat dan
tanggal lahir Ampah, 16 April 2019, umur 5 tahun, Pendidikan TK (Taman
Kanak-kanak), anak dari Penggugat dan Tergugat ini berada dalam
pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020,
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang
disebabkan oleh:
a. Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya dalam
memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat lah
yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
b. Penggugat sering memberitahu Tergugat untuk mencari pekerjaan
yang lebih menjanjikan hasil nya, karena Tergugat bekerja sebagai
Teknisi servis HP tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga
sehari-hari dan kebutuhan anak untuk masuk sekolah, Tergugat berjanji
untuk mencari pekerjaan yang lebih baik akan tetapi hal tersebut tidak
pernah dilakukan oleh Tergugat;
c. Penggugat mendapatkan ancaman oleh Tergugat dengan parang
karena Tergugat tidak terima bahwa Penggugat ingin bercerai dengan
Tergugat, pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat melihat ancaman
yang dilakukan oleh Tergugat sehingga sampai sekarang anak
Penggugat dan Tergugat enggan untuk bertemu dengan Tergugat karena
anak tersebut takut dengan Tergugat;
5. Bahwa pada puncak nya pada bulan Januari 2023 yang mana
penyebab nya karena Tergugat tidak menepati janji nya untuk kembali
bekerja karena selama satu bulan lebih Tergugat tidak membuka toko
servis HP nya, karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi bertahan
serumah dengan Tergugat maka Tergugat pergi dari rumah meninggalkan
Penggugat, maka sejak saat itu hingga diajukan gugatan ini Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan
kewajiban sebagai suami istri;
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6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyikapi dan mendamaikan

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah

tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin atas perbuatan

Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga;

8. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

mungkin lagi untuk dipertahankan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan maka untuk kepastian hukum Penggugat harus segera

mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f

PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat,) terhadap
Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tml yang dibacakan di persidangan, Tergugat
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telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim
telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-
Court);

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, bercap pos

(nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi

tanda (P.1), diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dusun Tengah,

Kabupaten Barito Timur, Nomor : xxx. Alat bukti tersebut telah

bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan

aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2), diberi
paraf dan tanggal oleh Hakim;
B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2018;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
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- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak yang bernama Xxx, berusia 5 (lima) tahun, saat ini
berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya baik dan rukun, namun namun sejak bulan Februari tahun
2020 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas
bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada
Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat
bekerja sebagai Xxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak
bulan Januari tahun 2023 atau kurang lebih 1 tahun 8 bulan yang lalu
Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah
kembali sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi yang baik lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak
pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Kakak kandung Penggugat pernah
menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. Saksi Il, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
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- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak yang bernama Xxx, berusia 5 (lima) tahun, saat ini
berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya baik dan rukun, namun namun sejak bulan Februari tahun
2020 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas
bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada
Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat
bekerja sebagai Xxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak
bulan Januari tahun 2023 atau kurang lebih 1 tahun 8 bulan yang lalu
Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah
kembali sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi yang baik lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak
pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai,
namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan
keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap sendiri dipersidangan
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’kuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tml
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.
Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentan Pengadilan Agama,
kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan
maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara
sah, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara
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Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah
karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
sejak bulan Februari tahun 2020 yang disebabkan malas bekerja sehingga tidak
memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, kemudian pada bulan
Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman,
dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya, telah
mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat
adalah P.1 dan P.2 semuanya bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen) dan
alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga
Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai
alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, tersebut merupakan
akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut
tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah
bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan
Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat, yang memberikan bukti bahwa Penggugat berdomisili di
wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga perkara a quo
merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tamiang Layang;
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Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang
memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
telah menikah pada tanggal xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam
perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-
orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan
Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang
sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah
sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal
171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada
hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut
diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan
umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim
berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian
sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan
keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling
bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka
keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga

dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
yang menikah pada tanggal xxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
KUA Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah
tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang
anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan
Februari tahun 2020 disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak
memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Xxx;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman
sejak kurang lebih dari 1 tahun 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi
yang baik dan tidak saling mengunjungi;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah rukun lagi dan Penggugat sudah tidak memberikan nafkah kepada
Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk
rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
Pertimbangan Petitum Demi Petitum
Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta
hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan
cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Hakim akan
mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan

Penggugat;

Petitum Tentang Perceraian
Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta
untuk Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim

mempertimbangkannya sebagai berikut :
Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Hakim akan
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menerapkan hukumnya (mengkonstitusir) dengan mempertimbangkan aspek
yuridis sesuai dengan alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:
1. “Antara suami dan isteri” : fakta hukum pada angka 1 dan 2
menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum
pernah bercerai;
2. “Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” : fakta hukum
pada angka 3 angka 4, angka 5, dan angka 6 membuktikan bahwa dalam
membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan
keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal,
antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum
pada angka 7 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga
maupun oleh Hakim di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat
menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 134 KHI
yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, menyatakan: perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: Perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran
surat ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya
bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah
az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Figih Islam wa
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Adillatuh juz IX halaman 482 yang selanjutnya diambil alih sebagai

pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

g2 1] Laale Blas] 092 61 radl Jlinsals
Artinya : Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah
perlakuan buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka
dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu
akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan
sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi
penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang
salah, dalam keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis, hanya akan
menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, serta
mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi
menimbulkan kemudaratan, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara
perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai

pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:
:d‘*a.d\ _xl; cJ; (::‘.EA Qliall ¢ )2

Artinya: “mencegah kemudaratan diutamakan dari pada menarik
kemaslahatan

Menimbang, bahwa sependapat dan mengambil alih pendapat Imam
Malik seperti dikutip Sayyid Sabig dalam kitab Figh Sunnah Jilid Il halaman 188
sebagai berikut:

coill el ol azg il dinn iolall 53 bolgss cais 15
o wolall j=e g laglliol oy 6l plgs a) Hllay J Lao sl OlSg

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau
dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab
tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga
sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan

perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat
tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan
Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangantersebut,
harus dinyatakan bahwa gugatancerai yang diajukan Penggugattelah
memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat
angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga), oleh
karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besaranya akan disebutkan
dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat
dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara
verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tatacara mengadili perkara a quo telah
mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Berhadapan Dengan
Hukum;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp279.000,00 (duaratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatukan pada hari Rebu tanggal 25 September
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh
Roiha Mahmudah, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16
Maret 2021 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
secara elektonik dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari tersebut dengan dibantu Husaini, S.H.l. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Tunggal,
ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Husaini, S.H.I.
Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp74.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi | Rp30.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi ll Rp30.000,00
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7. Biaya Materai Rp10.000,00
8. Biaya Redaksi Rp10.000,00

Jumlah Rp279.000,00
Terbilang (duaratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



